I’
BUPATI HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :12 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH |
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN,
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 476 dan 477 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah.
Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik
daerah paling sedikit | (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam rangka penyusunan
neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Neraca Daerah Perlu dilakukan
Inventarisasi Barang Milik Daerah; L

b. bahwa agar pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah berdayaguna dan
berhasilguna serta dapat berjalan dengan lancar, perlu diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku

Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahanl.embaran Negara RI Nomor 3895)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000
(Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3961),

Undang-UndangNomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauvan Sula,

Kabupaten Halmahera Timurdan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4264);

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66.

Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4400):

5. Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438):

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

)
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan ~ Daerah  Kepada  Pemerintah,  Laporan  Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor19, Tambahan [Lembaran
Negara Rl Nomor 4693);

I'1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemernintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737):

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap
Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan:

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

I7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547),

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 549);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 nomor 8):

20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 01 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun

2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2019 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan © PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI
BARANG MILIK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan -
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penvelenpoara




1.
12.

15.

17.

18.

19.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

Barang Milik Daerah yang disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapadatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya
yang sah

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah
pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan
barang milik daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan

barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah

- Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik

daerah.

Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna
Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-

baiknya.

- Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat

dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.

. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat vang diserahi tugas menerima, menyimpan,

mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan
Barang.

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada

Pengguna Barang,

- Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang vang membantu dalam

penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada
Pengelola Barang,

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang vang membantu dalam
penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada
Pengguna Barang,

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah
pada Kuasa Pengguna Barang.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan

hasil pendataan barang milik daerah.

- Petugas inventarisasi adalah pegawai yang ditunjuk pejabat yang berwenang untuk




22. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disebut KIR adalah kartu untuk mencatat
barang-barang yang ada dalam ruangan kerja

23. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat
barang-barang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektip dilengkapi data asal.
volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang
diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu
belum dihapuskan.

24. Buku Inventaris adalah himpunan catatatan data teknis dan administratif yang diperoleh
dari catatan Kartu Inventaris sebagai hasil inventarisasi ditiap-tiap SKPD yang
dilaksanakan secara serentak pada waktu tertentu.

25. Buku Induk Inventaris adalah gabungan/kompilasi buku inventaris

Pasal 2
Peraturan Kepala Daerah ini mengatur tentang :
a. Tata cara pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah oleh Pengelola Barang dan
Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat daerah
b. Tindak Lanjut yang harus dilakukan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang

setelah dilakukan inventarisasi barang milik daerah

Pasal 3
Inventarisasi Barang Milik Daerah bertujuan untuk -
a. Mengetahui kondisi barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah
b.  Menyajikan nilai Aset Tetap, Aset Lain-lain dan persediaan secara wajar sesuai dengan

keberadaan fisik barang milik daerah

BAB 11
OBJEK INVENTARISASI
Pasal 4
(1) Inventarisasi dilakukan terhadap :
a. Aset Tetap, berupa :
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin

3. Gedung dan Bangunan

4

- Jalan, Irigasi dan Jaringan

5. Aset Tetap Lainnya, dan

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
b. Barang Persediaan

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka |1 sampai denean ancka 5




Pasal 5
Pada saat inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pemeriksaan

dokumen kepemlikan atas Barang Milik Daerah.

BAB 111
PELAKSANA INVENTARISASI
Pasal 6
(1) Pengelola Barang Milik Daerah mengkoordinasikan rencana penyelenggaraan inventarisasi
barang milik daerah
(2) Dalam mengkoordinasikan inventarisasi barang milik daerah, dibentuk Tim Koordinasi
Inventarisasi Barang Milik Daerah

(3) Tim Koordinasi Inventarisasi Barang Milik Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator
b. Assisten Bidang Administrasi selaku Ketua
¢. Kepala SKPD yang membidangi Aset Daerah selaku Sekretaris
d. Inspektur Selaku Anggota
e. Sekretaris pada SKPD yang membidangi aset daerah selaku anggota
Kepala bagian Hukum selaku anggota
g. Kepala Bidang pada SKPD yang membidangi Aset Daerah selaku anggota
h. Kepala Sub.Bidang pada SKPD yang membidangi Aset Daerah sebanyak 3 orang selaku

anggota
i.  Staf pada SKPD yang membidangi Aset Daerah paling banyak 15 orang selaku anggota
termasuk didalamnya Tim Auditor dari Inspektorat.
(4) Tim Koordinasi Inventarisasi barang Milik Daerah mempunyai tugas
a. memberikan pembekalan kepada Panitia Pelaksana Inventarisasi SKPD tentang tata cara
inventarisasi Barang Milik Daerah
b. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi diseluruh SKPD
c. melakukan pemantauan dan monitoring atas pelaksanaan inventarisasi Barang Milik
daerah diseluruh SKPD
d. Meneliti kebenaran laporan hasil inventarisasi Barang Milik Daerah
e. Menyampaikan laporan hasil inventarisasi barang milik daerah kepada Bupati
(5) Tim Koordinasi Inventarisasi barang Milik Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati
Pasal 7
(1) Pelaksanaan inventarisasi oleh SKPD dilakukan oleh Panitia vang dibentuk oleh kepala
SKPD
(2) Pada Sekretariat Daerah dan SKPD yang memiliki unit pelaksana teknis di kecamatan,

panitia inventarisasi dapat dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan




¢. Kasubag Keuangan, pengurus barang, operator aset SKPD dan 2 orang pegawai senior

yang mengetahui asal muasal barang SKPD selaku anggota

BAB IV
TATA CARA INVENTARISASI
Pasal 8
(1) Pengelola barang menyampaikan surat mengenai rencana penyelenggaraan inventarisasi
barang milik daerah secara serentak kepada seluruh SKPD disertai dengan pedoman
penyelenggaraan inventarisasi dan format-format yang dibutuhkan
(2) SKPD melaksanakan inventarisasi Barang Milik Daerah secara serentak pada jadwal vang
ditentukan
(3) Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
selama 2 (dua) bulan, kecuali untuk Sekretariat Daerah dan SKPD yang memiliki Unit

Pelaksana Teknis di Kecamatan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

(1) Panitia inventarisasi SKPD melakukan pengecekan barang yang ada dalam buku inventaris
dan barang dalam penguasaan SKPD serta menyesuaikan dengan :
a. Kondisi dan keberadaan barang yang bersangkutan di SKPD
b. Batasan nilai aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah
c. Pencatatan Barang Milik Daerah
d. Dokumen kepemilikan yang dimiliki

(2) Barang yang ada dalam buku inventaris dan fisiknya ada dilapangan dengan kondisi baik
dan rusak ringan dicatat dalam daftar barang yang baik dan rusak ringan

(3) Barang yang ada dalam buku inventaris dan fisiknya ada dilapangan dengan kondisi rusak
berat dicatat dalam daftar barang yang rusak berat

(4) Barang yang ada dalam buku inventaris dan fisiknya ada di lapangan tetapi milik pihak lain
dicatat dalam daftar barang bukan milik pemerintah daerah

(5) Barang yang ada dalam buku inventaris dan fisiknya ada dilapangan tetapi tidak memenuhi
batasan nilai aset dicatat dalam daftar barang extra comptabel

(6) Barang yang ada dalam buku inventaris tetapi fisiknya tidak ada di lapangan dicatat dalam
daftar barang hilang dalam penelusuran

(7) Barang yang ada dalam buku inventaris Daftar Barang Berupa Tanah dan Bangunan yang
tidak ditemukan fisiknya diakibatkan adanya kesalahan dalam Pencatatan dicatat dalam
daftar Barang yang tidak ditemukan karena kesalahan pencatatan

(8) Barang yang ada dalam buku inventaris tetapi fisiknya tidak ada di lapangan dan

berdasarkan informasi sudah beralih ke SKPD lain dicatat dalam daftar barang mutasi yang

sudah dimutasi ke SKPD lain.




(11) Barang Milik Daerah berupa tanah yang memiliki sertifikat atas nama pthak lain dicatat
dalam daftar Barang Milik Daerah berupa tanah yang memiliki sertifikat atas nama pihak
lain

(12) Barang Milik Daerah berupa tanah yang belum memiliki sertifikat dicatat dalam daftar
Barang Milik Daerah berupa tanah yang tidak memiliki sertifikat

(13) Barang Berupa kendaraan bermotor yang tidak memiliki bukti kepemilikan an. Pemda
Halsel dicatat dalam daftar Kendaraan Bermotor yang tidak memiliki bukti kepemilikan an.
Pemerintah Daerah.

(14) Barang Milik Daerah yang sementara dalam sengketa dicatat dalam daftar Barang Milik
Daerah dalam sengketa

(15) Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan olch pihak lain dicatat dalam daftar Barang Milik
Daerah yang dimanfaatkan oleh Pihak Lain

(16) Barang Milik Daerah berupa jalan, irigasi dan bangunan yang dibangun di atas tanah milik
pihak lain dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah yang dibangun di atas tanah milik
pihak lain

(17) Barang Milik Daerah berupa gedung yang sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat
persefujuan Bupati dicatat dalam daftar Bangunan yang sudah dibongkar tetapi belum
mendapatkan persetujuan Bupati

(18) Barang Milik Daerah yang belum dikapitalisasi dicatat dalam daftar barang yang belum
dikapitalisasi

(19) Barang Milik Daerah yang pencatatannya parsial dicatat dalam daftar barang vyang
pencatatannya masih parsial

(20) Barang yang pencatatannya pada akun yang tidak sesuai dicatat dalam daftar barang yang
pencatatannya pada akun yang tidak sesuai.

(21) Barang Milik Daerah yang berada pada UPB dan masih tercatat di SKPD Induk dicatat
dalam daftar barang pada UPB dan masih tercatat di SKPD Induk.

(22) Format Daftar Barang Baik dan Rusak Ringan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
tercantum pada Lampiran | dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(23) Format Daftar Barang Rusak Berat secbagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada
Lampiran 11 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(24) Format Daftar Barang Bukan Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tercantum pada Lampiran 11l dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(25) Format Daftar Barang Fxtra Comptabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum
pada Lampiran [V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(26) Format Daftar Barang Hilang Dalam Penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati



tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini

(28) Format Daftar Barang yang Sudah Dimutasi ke SKPD lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(29) Format Daftar Barang Belum Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum pada
Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(30) Format Daftar Barang yang dikuasai oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
tercantum pada Lampiran [X dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(31)Format Daftar Barang berupa tanah yang memiliki sertifikat atas nama pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(32) Format barang berupa tanah yang belum memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (12) tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(33) Format barang berupa kendaraan bermotor yang tidak memiliki bukti kepemilikan an
Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tercantum pada Lampiran XII dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(34) Format barang yang sementara dalam sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (14)
tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(35) Format barang yang dimanfaatkan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada avat (15)
tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(36) Format barang berupa jalan, irigasi dan bangunan yang dibangun di atas tanah milik pihak
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (16) tercantum pada Lampiran XV dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(37) Format barang berupa gedung yang sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat
persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (17) tercantum pada Lampiran XVI
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(38) Format barang yang belum dikapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) tercantum
pada Lampiran XVII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(39) Format barang yang pencatatannya parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (19) tercantum
pada Lampiran XVIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(40) Format barang yang pencatatannya pada akun yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud

pada ayat (20) tercantum pada Lampiran XIX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.




BAB V
LAPORAN HASIL INVENTARISASI
Pasal 10
(1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi SKPD

paling lambat 15 (lima belas) hari kelender setelah berakhimya pelaksanaan inventarisasi

(2) Laporan Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari -
Surat Pengantar dari kepala SKPD
b. Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan telah menyelenggarakan inventarisasi
Barang Milik Daerah pada SKPD masing-masing
¢. Buku Inventaris Barang sebelum inventarisas
d. Hasil Inventarisasi berupa -
1. Daftar Barang Baik dan Rusak Ringan
Daftar Barang Rusak Berat

Daftar Barang Bukan Milik Pemerintah Daerah

Daftar Barang Lxtra Comptabel

Daftar Barang Hilang Dalam Penelusuran

oy B o i B

Daftar Barang Berupa Tanah dan Bangunan yang tidak ditemukan fisiknya
diakibatkan adanya kesalahan dalam Pencatatan

7. Daftar Barang yang sudah mutasi ke SKPD lain

8. Daftar Barang Belum Tercatat

9. Daftar Barang yang dikuasai oleh pihak lain

10. Daftar  Tanah yang Belum Bersertifikat Atas Nama Pemerintah Kabupaten

Halmahera Selatan

I1. Daftar Tanah Yang Berada Dalam Penguasaan Pemerintah Kabupaten Halmahera
Selatan Namun Tidak Memiliki Sertifikat

12. Daftar Kendaraan Bermotor Yang Berada Dalam Penguasaan Pemerintah Kabupaten
Halmahera Selatan tidak memiliki STNK dan BPKB

I3. Daftar Barang Dalam Sengketa

14. Daftar Barang yang dimanfaatkan pihak lain

I5. Daftar Barang berupa jalan, irigasi dan bangunan yang dibangun di atas tanah milik
pihak lain

16. Daftar Barang Berupa Gedung Yang Sudah Dibongkar Tanpa Terlebih Dahulu
Mendapat Persetujuan Bupati

17. Daftar Barang yang belum dikapitalisasi

18. Daftar Barang yang Pencatatannya masih Parsial

19. Daftar Barang yang pencatatannya pada akun yang tidak sesuai

20. Daftar Barang yang berada pada UPB yang masih tercatat di SKPD Induk

(3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. di




(4) Pembahasan Hasil Inventarisasi ditingkat SKPD dapat melibatkan personil/pihak lain yang
dianggap tahu tentang sejarah keberadaan barang tersebut

(5) Hasil Inventarisasi ditingkat SKPD dilaporkan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Barang
kepada Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 11

(1) Pengelola Barang Milik Daerah dibantu oleh Pembantu Pengelola mengumpulkan hasil
inventarisasi yang disampaikan oleh SKPD.

(2) Pembantu Pengelola dibantu oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (2)
melakukan pengecekan terhadap kebenaran hasil inventarisasi oleh SKPD, disertai dengan
dokumen pendukung yang disampaikan

(3) Apabila berdasarkan hasil pengecekan tim terdapat kesalahan dan/atau kekurangan, maka

hasil inventarisasi dikembalikan kepada SKPD yang bersangkutan untuk diperbaiki.

BAB VI
TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI
Pasal 12
(1) Hasil inventarisasi berupa Barang Baik dan Barang Rusak Ringan, ditindaklanjuti dengan
penyusunan buku inventaris Baru
(2) Berdasarkan buku inventaris baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

penyesuaian data Barang Milik Daerah dalam aplikasi SIMBDA Barang Milik Daerah

Pasal 13

(1) Hasil Inventarisasi berupa Barang Rusak Berat ditindaklanjuti dengan penjualan dan
pemusnahan

(2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah dalam kondisi
rusak berat dan masih memiliki nilai ekonomis

(3) Proses penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan usulan Pengelola
Barang/Pengguna Barang kepada Bupati dengan melampirkan sebagai berikut -
a. data barang milik daerah;
b. pertimbangan penjualan; dan
¢. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola Barang/Pengguna

Barang.

(4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Barang Milik Daerah dalam
kondisi rusak berat dan tidak memiliki nilai ekonomis.

(5) Proses pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diawali dengan usulan Pengelola

Barang/Pengguna Barang kepada Bupati dengan melampirkan

a. pertimbangan dan alasan pemusnahan




1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
2. pernyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat
dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan
bukti kepemilikan;
e. kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan kartu
identitas barang; dan
f. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.

(6) Hasil inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah dalam kondisi rusak berat dilakukan
koreksi pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna terhadap hasil inventarisasi
berupa perubahan kondisi barang dilakukan dengan menggunakan data dari dokumen
dengan cara sebagai berikut :

a. menggunakan menu transaksi "Ubah Data" pada aplikasi SIMBDA.
b. terhadap barang rusak berat yang sudah diusulkan ke Pengelola Barang dilakukan
reklasifikasi ke Daftar Barang Rusak Berat.

(7) Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Rusak Berat dilakukan berdasarkan

Surat Keputusan Penghapusan Bupati/Pengelola Barang,

Pasal 14

(1) Terhadap hasil inventarisasi berupa Barang Bukan Milik Pemerintah Daerah. maka
Pembantu Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap dokumen kepemilikan barang
tersebut

(2) Dokumen kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sertifikat
surat hibah, surat penyerahan tanah untuk tanah, STNK/BPKB untuk kendaraan bermotor,
dokumen kontrak/berita acara serah terima barang untuk barang lainnya.

(3) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata barang
tersebut memang bukan milik pemerintah daerah, maka dilakukan penghapusan barang

tersebut dari daftar barang milik daerah.

Pasal 15
(1) Terhadap hasil inventarisasi berupa barang Extra Comptabel, Tim Koordinasi Pelaksanaan
Inventarisasi Barang Milik Daerah melakukan penelitian sesuai dengan batasan/standar aset
tetap yang ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Dacrah.
(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata barang
tersebut tidak memenuhi batasan nilai aset tetap. maka dilakukan penghapusan barang

tersebut dari Daftar Barang Milik Daerah dan menempatkannya pada barang /lxira

Comptabel.




meneliti ada tidaknya kesalahan yang mengakibatkan tidak ditemukannya Barang Milik

Daerah tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut

a.

Dalam hal hasil verifikasi dan penelitian Tim Koordinasi Pelaksana Inventarisasi
Barang Milik Daerah terdapat kesalahan pencatatan atas tanah/bangunan, dilakukan
proses koreksi KIB.

Dalam hal hasil verifikasi dan penelitian Tim Koordinasi Pelaksana Inventarisasi
Barang Milik Daerah tidak terdapat indikasi kesalahan yang mengakibatkan tidak
ditemukannya Barang Milik Daerah, maka Pengguna Barang atau pejabat yang diber

kuasa mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Bupati.

(2) Usulan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dengan melampirkan:

a.

b.
c.
d

Berita Acara Hasil Verifikasi dan Penelitian dari Tim Koordinasi Pelaksana
Inventarisasi Barang Milik Daerah;

Rekapitulasi Kertas Kerja Inventarisasi BMD;

Rekomendasi penyelesaian permasalahandan usulan tindak lanjut;

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Barang.

(3) Terhadap hasil inventarisasi Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan

dinyatakan tidak ditemukan diakibatkan karena adanya barang yang secara fisik hilang,

tidak diketahui keberadaannya, SKPD membuat dan menandatangani Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak yang sekurang-kurangnya memuat antaralain -

identitas Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa;

pernyataan -mengcnai telah melakukan verifikasi dan penelitian; dan

pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran usulan vang diajukan. baik
materil maupun formil

hilangnya Barang Milik Daerah sebagaimana pada avat (3) diverifikasi dan diteliti oleh
Tim Koordinasi Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah ada tidaknya kesalahan
yang mengakibatkan tidak ditemukannya Barang Milik Daerah tersebut

dalam hal hasil verifikasi dan pemilitian Tim Koordinasi Pelaksana Inventarisasi Barang
Milik  Daerah sebagaimana pada ayat (2) terdapat indikasi kesalahan vyang
mengakibatkan Barang Milik Daerah tidak ditemukan, dilakukan proses Tuntutan Ganti
Rugi (TGR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah proses penetapan TGR, Pengguna Barang atau pejabat vang diberi kuasa
mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang dan
melaporkan adanya tagihan TGR kepada Sekretaris Daerah C.q. BPKAD.

Usulan penghapusan Barang Milik Daerah dengan melampirkan antara lain’

I. Fotokopi Surat Keputusan Penetapan TGR.

[

Fotokopi Rekapitulasi Kertas Kerja Inventarisasi BMD:

!..p)

Fotokopi rekomendasi penyelesaian permasalahan dan usulan tindak lanjut: dan




. Dalam hal usulan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana pada ayat (7)
mendapat persetujuan dari Bupati, Sekretaris Daerah menerbitkan Surat Keputusan
Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan untuk Barang dibawah Pengguna Barang dan Keputusan Bupati untuk Barang
yang berada di bawah Pengelola Barang,

J- Koreksi Laporan Barang Pengguna/K uasa Pengguna dilakukan terhadap rekapitulasi
kertas kerja inventarisasi BMD berupa barang hilang tidak ditemukan dengan cara
sebagai berikut :

I Terhadap barang yang hilang/lidak ditemukan yang sudah diusulkan ke Pengelola
Barang dilakukan reklasifikasi ke Daftar Aset Lainnya dan dituangkan dalam
Catalan Atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

b

Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Aset Lainnya dilakukan berdasarkan

Surat Keputusan Penghapusan.

3. Usulan penghapusan atas Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan karena sudah

diserahkan kepihak lain, harus dilengkapi dengan asli Surat Pernyataan dari

Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat

(a) identitas Pengguna Barang,

(b) pernyataan bahwa Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan telah diserahkan
ke Pemerintah Daerah/SKPD/pihak lain; dan

(¢) pernyataan Pengguna Barang bahwa surat pernyataan tidak mengakibatkan

beralihnya tanggung jawab ke Pengelola Barang.

Pasal 17
(1) Terhadap hasil inventarisasi berupa Barang yang Sudah dimutasi ke SKPD lain, Tim
Koordinasi pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah melakukan verifikasi dengan
SKPD yang menyerahkan dan SKPD yang menerima
(2) Apabila berdasarkan hasil venfikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang
menerima menyatakan bahwa barang telah diterima, maka barang tersebut dihapuskan dari

daftar barang SKPD yang menyerahkan dan dicatat pada SKPD penerima.

Pasal 18

(1) Hasil inventarisasi berupa barang belum tercatat, ditindaklanjuti dengan meneliti dokumen
kepemlikian, Surat penyerahan dan nilai barang

(2) Apabila barang yang belum tercatat tidak diketahui nilainya, Pembantu Pengelola
menugaskan Tim Penilai Barang Milik Daerah untuk menentukan nilai barang tersebut

(3) Hasil penilaian oleh tim penilai barang milik daerah ditetapkan dngan keputusan Bupati

(4) Berdasarkan keputusan Bupati tentang Nilai Barang Milik Daerah, Kepala SKPD mencatat
barang tersebut ke dalam buku inventaris SKPD yang bersangkutan.




Pasal 19

(1) Hasil inventarisasi berupa Barang Milik Daerah yang belum bersertifikat atas nama
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang didukung oleh dokumen awal kepemilikan
antara lain berupa Letter C/D, sertifikat atas nama pihak yang melepaskan hak, akta juai
beli, akta hibah, atau dokumen setara lainnya, ditindaklanjuti dengan sertifikasi Barang
Milik Daerah.

(2) Dalam rangka sertifikasi Barang Milik Daerah sebagaimana ayat (1)

a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul kepada BPKAD untuk
dilakukan sertifikasi Barang Milik Daerah, dengan kelengkapan dokumen antara lain:
I') Surat Pelepasan Hak (SPH)
2) Alas Hak
3) Peta Lokasi: dan
4) Kuitansi pembelian
b. Proses sertifikasi dilakukan di BPN/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Atas tanah yang telah bersertifikat maupun masih dalam proses pensertifikatan, Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menjaga dan mengamankan BMD dari penggunaan
dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak behak serta dokumen asli Sertifikat tanah
tersebut diserahkan ke Bidang aset daerah, BPKAD Kab. Halmahera Selatan.

(4) Pengamanan aset tanah dilakukan dengan cara antara lain memasang papan plang tanah
milik daerah, melakukan pemagaran, dan menitipkan Barang Milik Daerah dimaksud
kepada aparat pemerintah seperti Desa dan/atau Camat setempat.

(5) Tanah yang telah bersertifikat maupun masih dalam proses pensertifikatan, dicatat dan
dilaporkan dalam Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna, serta diungkapkan dalam

Catatan Atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 20

(1) Hasil inventarisasi berupa Barang Milik Daerah Berupa tanah yang berada dalam
penguasaan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan namun tidak didukung dengan
dokumen kepemilikan ditindaklanjuti dengan upaya Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang untuk memperoleh dokumen awal bukti kepemilikan, seperti riwayat tanah melalui
koordinasi dengan Kelurahan, Ketamatan, atau pihak terkait lainnya

(2) Dokumen awal bukti kepemilikan sebagaimana ayat (1) digunakan oleh Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mendaftarkan Barang Milik Daerah bersangkutan
ke BPN/Kantor Pertanahan untuk penerbitan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten
Halmahera Selatan.

(3) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna, Barang bertanggung jawab menjaga dan mengamankan
Barang Milik Daerah dari penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak,

antara lain dengan memasang papan plang tanah milik Pemerintah Kabupaten Halmahera




(4) Barang Milik Daerah tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang
Pengguna/Kuasa Pengguna, serta diungkapka dalam Catatan Atas Laporan Barang Milik
Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 21

(1) Hasil inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor dalam
penguasaan pemenntah Kabupaten Halmahera Selatan Namun Tidak didukung dengan
dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) ditindaklanjuti melakukan upaya untuk
menelusuri keberadaan dokumen kepemilikarn tersebut.

(2) Apabila dokumen kepemilikan sebagaimana ayat (1) tidak ditemukan, Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan upaya pengurusan pembuatan dokumen

kepemilian kendaraan bermotor kepada pihak terkait paling lambat 31 Desember 2020.

Pasal 22
(1) Hasil inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh pihak lain ditindak
lanjuti dengan proses hibah, pinjam pakai dan upaya penguasaan barang milik daerah
dimaksud

(2) Pihak lain sebagaimana pada ayat (1) adalah

a. Badan Usaha Milik Negara
b. Badan Usaha Milik Daerah
c. Instansi Pemerintah Pusat

d. Instansi Pemerintah Provinsi

e. Pemerintah Desa

f.  Pihak selain poin a, b, c dan d

(3) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana ayat (2) poin a, b, dan ¢ Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan proses hibah untuk jenis aset tanah dan
proses pinjam pakat untuk aset selain tanah.

(4) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana ayat (2) poin d Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang dapat melakukan proses hibah untuk jenis aset yang menjadi kewenangan
pemerintah desa.

(5) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana pada ayat (2) poin e, Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang wajib melakukan upaya untuk dapat menguasai Barang Milik Daerah
tersebut.

(6) Upaya sebagaimana ayat (5) dapat dilakukan dengan cara :

a. Melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah dengan pihak yang
menguasai Barang Milik Daerah bersangkutan, baik dilakukan sendiri maupun dengan
mediasi aparat pemerintah yang terkait. _

b. Dalam hal upaya pendekatan persuasif tidak berhasil,maka dilakukan upaya hukum :

1. untuk Barang Milik Daerah berupa tanah:




a) mengajukan pemblokiran hak atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan
setempat, dalam hal tanah telah bersertifikat; dan

b) mengajukan permintaan pemblokiran tanah kepada Desa dan Camat setempat,
dalam hal tanah belum bersertifikat, guna menghindari adanya pengalihan hak

kepemilikan atas tanah.

)

untuk Barang MIlik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, mengajukan
permohonan penetapan pengosongan dari pengadilan atas Barang Mllik Daerah

tersebut;

(5]

melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan mengajukan gugatan
intervensi; dan/atau
4 menyampaikan pelaporan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diindikasikan
adanya tindak pidana yang djlakukan pihak lain tersebut.

(7) Setelah berhasil .menguasai kernbali Barang Milik Daerah tersebut secara fisik Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan
Barang Milik Daerah bersangkutan dari penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang
tidak berhak.

(8) Selanjutnya Barang Milik Daerah tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang
Pengguna/Kuasa Pengguna, serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang Milik
Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan apabila belum dicatat dalam Daftar Inventaris
Barang.

Pasal 23

(1) Hasil inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah yang dalam sengketa ditindaklanjuti
dengan upaya Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendekatan secara
persuasif melalui musyawarah, baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi aparat
pemerintah yang terkait

(2) Dalam hal upaya yang dilakukan sebagaimana ayat (1) tidak dapat diselesaikan maka
dilakukan upaya hukum dengan melibatkan Pengelola Barang untuk mengajukan gugatan
perdata kepengadilan setempat atau penyelesaian arbitrase.

(3) Terhadap Barang Milik Daerah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata dapat
ditindak lanjuti dengan cara
a. Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak, agar penanganan

perkara lebih hati-hati dengan mengajukan bukti yang kuat, dan melakukan upaya
hukum sampai dengan peninjauan kembali. .
b. Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak menjadi pihak, agar
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan intervensi atas perkara yang ada.
¢. Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak dan perkara telah
putus dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagai pihak yang kalah,
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan permohonan kepada

Pengelola Barang agar mengajukan gugatan perlawanan atas putusan tersebut.

o




d Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak dan perkara telah
berkekuatan hukum tetap dengan putusan mengalahkan Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang, dan upaya perlawanan dari Pengelola Barang telah berkekuatan
hokum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lain, maka putusan dimaksud agar
segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(4) Terhadap Barang Milik Daerah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara pidana
ditindaklanjuti dengan cara:

a. menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan kepemilikan
negara atas Barang Milik Daerah, melalui kerja sama yang baik antara Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang dengana parat penegak hukum yang menangani
perkara pidana tersebut; dan

b. memonitor dengan cermat perkara pidana terkait Barang Milik Daerah tersebut sampai
dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak
mempunyai upaya hukum lainnya.

(5) Dalam hal diindikasikan adanya tindak pidana yang dilakukan pihak lain, Pengguna
Barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan hal tersebut ke instansi yang berwenang.

(6) Setelah berhasil menguasai kembali Barang Milik Daerah tersebut secara fisik, Pengguna
Barang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan Barang Milik Daerah
bersangkutan dari penggunaan dan/atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak.

(7) Selanjutnya Barang Milik Daerah tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang
Pengguna/Kuasa Pengguna, serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang Milik
Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

(8) Dalam hal telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak ada
upaya hukum lainnya, yang mengakibatkan beralihnya status kepemilikan Barang Milik
Daerah kepada pihak lain, maka putusan pengadilan tersebut agar segera ditindaklanjuti
dengan pelaksanaan penghapusan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 24

(1) Hasil inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan pihak lain dengan
cara kompensasi maupun tanpa kompensasi.

(2) Tindak lanjut terhadap barang milik daerah yang dimanfaatkan dengan cara kompensasi
sebagaimana ayat (2) ditindak lanjuti dengan :

(1) BPKAD dan aparat pengawas fungsional Inspektorat melakukan review atau audit,
apabila besaran kompensasi atas aset yang dikerjasamakan dinyatakan lebih kecil
daripada yang ditentukan, maka pihak lain harus memenuhi kekurangan nilai tersebut.

(2) Seluruh penerimaan daerah yang diperoleh dari pemanfaatan Barang Milik Daerah
harus disetor ke Rekening Kas Daerah sesuai hasil review atau audit aparat pengawas

fungsional.




(4) Jika terdapat hak daerah yang masih terutang oleh pihak lain,. seluruh hak daerah
dimaksud wajib dibayar oleh pihak lain tersebut melalui penyetorannya ke Rekening
Kas Daerah:

(5) Selanjutnya Barang Milik Daerah tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang
Pengguna/Kuasa Pengguna, serta diungkapkan -dalam Catatan Atas Laporan Barang
Milik Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

(3) Tindak lanjut terhadap barang milik daerah yang dimanfaatkan tanpa kompesasi ditindak
lanjuti dengan ;

a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Barang Milik Daerah
yang dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas
dan fungsi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang sesuai ketentuan peraturan
perundangan tidak perlu membayar kompensasi, harus dilakukan melalui prosedur
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Terhadap Barang Milik Daerah, baik yang menurut sifat dan keadaannya lebih optimal
apabila dimanfaatkan oleh pihak lain dalam menunjang tugas fungsi satuan kerja
maupun untuk optimalisasi Penerimaan Daerah Bukan Pajak (PDBP), maka
pemanfaatan tersebut harus diproses dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundangan.

¢. Barang Milik Daerah tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Baran
Pengguna/Kuasa Pengguna, serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang

Milik Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 25
(1) Hasil inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah berupa Jalan, Irigasi dan bangunan yang
berada pada tanah milik pihak lain ditindak lanjuti dengan proses pelepasan hak atas tanah
tersebut.
(2) Proses pelepasan hak sebagaimana ayat (1) dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan yang
berlaku.
Pasal 26
(1) Hasil inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah berupa gedung yang sudah dibongkar
tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati ditindaklanjuti dengan review atau audit
oleh Aparat pengawas Inspektorat atas pembongkaran gedung tanpa persetujuan dari Bupati
dan menetapkan potensi penerimaan atas pembongkaran tanpa izin.
(2) Rekomendasi hasil reiew atau audit sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD
vang bersangkutan
(3) Dalam hal terdapat sisa bongkaran, maka BPKAD melakukan penilaian atas bongkaran
yang tersisa dan dilakukan pelelangan.
(4) Diusulkan penghapusan/penjualan atas gedung tersebut sesuai ketentuan peraturan

perundangan-undangan.

ey alad 1




Pasal 27
(1) Hasil inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah berupa Jalan, Jembatan, Irigasi dan
Jaringan yang belum dikapitalisasi ditindaklanjuti dengan membuat kapitalisasi
(2) Barang milik dacrah sebagaimana ayat (1) ditindaklanjuti dengan melakukan kapitalisasi
pada pencatatan di SIMBDA barang berdasarkan kertas kerja hasil inventarisasi
(3) Barang Milik Daerah yang dapat diatribusikan pada kapitalisasi sebagaimana pada ayat (2)

adalah tanah dan parit kanan kin jalan

Pasal 28
(1) Hasil inventarisasi terhadap Barang Mihk Daerah yang pencatatannya masih parsial
ditindaklanjuti dengan penggabungan Barang Milik Daerah dimaksud
(2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
a. Tanah

b. Gedung dan Bangunan

c. Jalan

d. Jembatan
e Ingasi

f. Jaringan

(3) Barang milik daerah sebagaimana ayat (2) huruf a adalah tanah pada satu lokasi dengan
hamparan yang sama dan pencatatan terpisak ditindaklanjuti dengan melakukan
penggabungan pencatatan di SIMBDA barang berdasarkan kertas kerja hasil inventarisasi

(4) Barang milik daerah sebagaimana ayat (2) huruf b adalah pencatatan aset Jalan, Jembatan,
Irigasi dan Jaringan yang pencatatan terpisah ditindaklanjuti dengan melakukan
penggabungan pencatatan di SIMBDA barang berdasarkan kertas kerja hasil inventarisasi

(5) Barang milik daerah sebagaimana ayat (2) huruf b adalah pencatatan satu aset jenis gedung
bangunan yang terpisah berdasarkan tahapan pembayaran ditindaklanjuti dengan melakukan
penggabungan pencatatan di SIMBDA barang berdasarkan kertas kerja hasil inventarisasi

(6) Barang milik daerah sebagaimana ayat (2) huruf c¢ adalah pencatatan aset Jalan yang
pencatatan terpisah berdasarkan tahapan pencairan dan tahun perolehan ditindaklanjuti
dengan melakukan penggabungan pencatatan di SIMBDA barang berdasarkan kertas kerja
hasil inventarisasi

(7) Barang milik daerah sebagaimana ayat (2) huruf d, e dan f adalah pencatatan aset jembatan,
ingasi dan jaringan yang pencatatan terpisah berdasarkan tahapan pencairan dan tahun
perolehan ditindaklanjuti dengan melakukan penggabungan pencatatan di SIMBDA barang
berdasarkan kertas kerja hasil inventarisas

(8) Tindak lanjut sebagaimana pada ayat (2), (4), (5), (6) dan (7) dilaksanakan setelah

dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Inventarisasi.




Pasal 29
(1) Hasil inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah yang pencatatannya pada akun yang tidak
sesual  ditindaklanjuti  dengan melakukan reklasifikasi aset pada akun yang sesuai

berdasarkan kertas kerja hasil inventarisasi

2) Tindak lanjut sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim
Koordinasi Pelaksanaan Inventarisasi.
Pasal 30
(1) Hasil inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah pada sub Unit Pengguna Barang dan
masih tercatat di SKPD Induk ditindaklanjuti dengan melakukan mutasi atas pencatatan aset
dan Unit Pengguna Barang SKPD induk ke Sub Unit Pengguna Barang.

(2) Tindak lanjut sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim

Koordinasi Pelaksanaan Inventarisasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Daerah ini dengan

penempatannya dalam Berita Dacrah  Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
Pada lan&gal 25 April 2019

BUPA:;I‘ /HA\M.RHERA SELATAN

Diundangkan di Labuha
pada tanggal o5  April 2019

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR : 12

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD




LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR :12 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA



FORMAT DAFTAR BARANG BAIK DAN RUSAK RINGAN

HASIL INVENTARISAS| BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR BARANG BAIK DAN RUSAK RINGAN

PADA SKPD,,, o ==Y <
NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH
No. Pabrik
I k
No Nama/lenis porig i 28 Bahan ::o{::;: Pl I'BJar:r:gnj Satuan Restduiwioy Keter
" | Kode Barang | Register Merk/Type No. Mesin Perolehan ? (B/KB) Barang | Harga

Urut Barang No. BPKB Barang Konstruksi

No. Polisi
TIM INVENTARISASI
MENGETAHUI
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA




HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR BARANG RUSAK BERAT

FORMAT DAFTAR BARANG RUSAK BERAT
I
|

PADA SKPD nnnnnnn FRRRRRRRRRRRRRRRRDRRRERIRNI IS
NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH
:Ia:abr;k Asal/Cara b Ukuran
No ; Nama/Jenis e ang. 2 |Bahan Perolehan Barang/ | Satuan Keterangan
Kode Barang | Register Merk/Type | No.Mesin Perolehan : Barang | Harga
Urut Barang Barang Konstruksi
No. BPKB
No. Polisi
JUMLAH ]
TIM INVENTARISASI
MENGETAHUI

PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA




FORMAT DAFTAR BARANG BUKAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR BARANG BUKAN MILIK PEMERINTAH DAERAH
PADA SKPD

FERRRIRRRRRRPIRRRRRPIRRRRRIEY ey " BerrrrrrRRIRY

NOMOR SPESIFIKAS| BARANG JUMLAH
No. Sertifikat
No. Pabrik Asal/Cara Tahun Ukuran
No : Nama/lenis No. Rangka Bahan| Perolehan Barang/ Satuan Keterangan
K R M Perolehan
Urut ode Barang | Register g erk/Type No.Nissin Barang 1 KansErak Barang | Harga
No. BPKB

No. Polisi

JUMLAH

TIM INVENTARISASI
MENGETAHUI

PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA




FORMAT DAFTAR BARANG EXTRA COMPTABEL

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR BARANG EXTRA COMPTABEL

PADA SKPD,""---- rrre FERERREER
NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH
No. Sertifikat
No Nama/lenis J':‘Ol:abr;k Bahan :Eﬁ:ﬂal’::’: kR :akr::gr} Satuan ReRGHNG Bang Ketq
, am i 0. Rangka a
Peroleh B/KB/RB

i Kode Barang | Register Badarg Merk/Type No. Skl Barsig erolehan Konstruksi (B/KB/RB) Barang | Harga
No. BPKB
No. Polisi

JUMLAH
TIM INVENTARISASI
MENGETAHUI
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA




FORMAT DAFTAR BARANG HILANG DALAM PENELUSURAN

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR BARANG HILANG DALAM PENELUSURAN

PRADNASKID, covisiriimsicrmmmroriniritiisitriiiasaea A
NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH
No. Sertifikat
No. Pabrik Asal/Cara Tahun Ukuran
No ; Nama/lenis No. Rangka | Bahan| Perolehan Barang/ Satuan Keterangan
B Peroleh
Urut Kofk Basang | Register Barang Weerk/Type No. Mesin Barang T Konstruksi Sarang | Harp
No. BPKB
No. Polisi
JUMLAH i .
TIM INVENTARISASI
MENGETAHUI
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA




FORMAT DAFTAR BARANG BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TIDAK DITEMUKAN KARENA KESALAHAN PENCATATAN

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR BARANG TANAH DAN BANGUNAN YANG TIDAK DITEMUKAN KARENA KESALAHAN PENCATATAN
PADA SKPD ’ O L T

NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH

No. Sertifikat

No. Pabrik Asal/Cara Tahun Ukuran
No : Nama/Jenis No. Rangka |Bahan| Perolehan Barang/ | Satuan

Kode Bar Regist k Perolehan
Urut B s Barang MerkiTvee No. Mesin Barang Konstruksi

No. BPKB
No. Polisi

Barang

Harga

Keterangan

JUMLAH

TIM INVENTARISASI
MENGETAHUI

PENANGGUNGIAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA




FORMAT DAFTAR BARANG YANG SUDAH DIMUTASI KE SKPD LAIN

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR BARANG YANG SUDAH DIMUTASI KE SKPD LAIN

PADA SKPD“”,". 1111} FRERRPRIIIIILY
NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH
No. Sertifikat

No. Pabrik Asal/Cara Tahun Ukuran

No : Nama/Jenis No. Rangka Bahan Perolehan Barang/ Satuan Keterangan

R M Peroleha H

Urut Kode Barang egister Burang erk/Type Mo hiba Barsng e n Konstivksi Barang arga
No. BPKB
No. Polisi

JUMLAH
TIM INVENTARISASI
MENGETAHUI
PENANGGUNGIAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA

ANGGOTA




FORMAT DAFTAR BARANG YANG BELUM TERCATAT

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR BARANG YANG BELUM TERCATAT

PADA SKPD
NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH
No. Sertifikat
No. Pabrik Asal/Cara Ukaran
; ] Tahun Barang/ Keadaan Barang
No ) Nama/lenis No. Rangka Bahan Perolehan .| Satuan
Kode Barang | Register Merk/Type , Perolehan | Konstruksi (B/KB/RB) Barang | Harga
Urut Barang No. Mesin Barang
(P.5,D)
No. BPKB
No. Polisi
JUMLAH i
TIM INVENTARISASI
MENGETAHUI
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA




FORMAT DAFTAR BARANG YANG DIKUASAI OLEH PIHAK LAIN

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR BARANG YANG DIKUASAI OLEH PIHAK LAIN

e AL R SN E S X AL
NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH
No. Sertifikat
No. Pabrik Asal/Cara Tation Ukuran Keadi Berang
No ! Nama/Jenis No. Rangka |Bahan| Perolehan Barang/ | Satuan
Kode B R M Peroleh KB/R
Bk ode Barang | Register Barase erk/Type Mo Skasin Bare erolehan Konitvatisl (B/KB/RB) Barang | Harga
No. BPKB
No. Polisi
JUMLAH ) ]
TIM INVENTARISASI
MENGETAHUI
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA




FORMAT DAFTAR TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PADA SKPD'l}]’l’lil'l)l’l'l’lll’)!llflll!l!!"l'llll.lllllfll!ll!lllllllll'lf“”!l

NOMOR
Na Jenis Asal/Cara Perolehan Tahun Lokasi (jalan,
No : falie i N . Luas (m2) Satuan o o Harga Keterangan
Urut Kode Barang | Register Barang Barang Perolehan desa, kec)
JUMLAH
MENGETAHUI
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA




FORMAT DAFTAR TANAH YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR TANAH YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT

PADA stD!il’lt]!'ltl!ll’!l!t’!l!!J’l!l!"l!’JP!Pl'!?tl).”ll')!!t."'l!!tllllll!’!l!
NOMOR Asal/c
al/Cara
Nama/Jenis Tahun Lokasi (jalan,
No ) Perolehan Luas (m2) | Satuan Harga Keterangan
Kode Barang Register Barang Perolehan desa, kec)
Urut Barang
JUMLAH
MENGETAHUI
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA




FORMAT DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPEMILIKAN AN. PEMDA

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPEMILIKAN AN. PEMDA

PADA SKPDIf)l’ll’?lfll’l!l'lllli."l'l}!lll"!l!!#l!lil'lll!.”fli”ll.l)ll!!l’lll’ll
NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH
No Nama/Jenis r:lo'r:;ngka Bahan :‘:3'{(:::1 s Bali::::c} Satuan HRME, i Ke
ma/leni 0. Mesin role
K B i P KB/RB
ik ode Barang | Register e Merk/Type No. BPKB Barang erolehan (B/KB/RB) Barang | Harga
No. Polisi
JUMLAH
TIM INVENTARISASI
MENGETAHUI
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA




FORMAT DAFTAR BARANG DALAM SENGKETA

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR BARANG DALAM SENGKETA

PADA SKPD, T run L e R
SPESIFIKASI BARANG JUMLAH
No. Sertifikat
Ukuran
No. Pabrik Asal/Cara
No Nama/Jenis No. R k Bahan| Perolehan i Hanko) Satuan Nesdeqn Beng Kete|
Kode Barang | Register : Merk/Type " ang. i Perolehan | Konstruksi (B/KB/RB) Barang | Harga
Urut Barang No. Mesin Barang (P, S, D)
No. BPKB e
No. Polisi
JUMLAH 1.
TIM INVENTARISASI
MENGETAHUI
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA




FORMAT DAFTAR BARANG YANG DIMANFAATKAN PIHAK LAIN

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR BARANG YANG DIMANFAATKAN PIHAK LAIN

PADA SKPDM!J!!li’!!l!f?!!!’ll!Fl!’!?l!ll!li’f’?ll!i!l’lllllli!lJ!Pl'ltlll}l!lll!!i!
NOMOR SPESIFIKASI BARANG
Asal/Cara Tahun Ukuran
No _ Nama/Jenis No. Sertifikat Perolehan Barang/ Satuan Harga Keterangan
Kode Barang Register Perolehan
Urut Barang Barang Luas
JUMLAH
TIM INVENTARISASI
MENGETAHUI
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA




FORMAT DAFTAR BARANG YANG BERUPA JALAN, IRIGASI DAN BANGUNAN YANG DIBANGUN DI ATAS TANAH MILIK PIHAK LAIN

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

DAFTAR BARANG YANG BERUPA JALAN, IRIGASI DAN BANGUNAN YANG DIBANGUN DI ATAS TANAH MILIK PIHAK LAIN

PADA sxPDl!H.!l'lll'll'lJlllJl)lJ'l'll’l!lll'llIJ!’Ji.”ll.lf.l!.”JJI’!IJ!'JIJJ}I'I’I!J!'!!
NOMOR Asanc e JUMLAH
Nama/lenis SayCara Tahun i X Keadaan Barang
No : Bahan Perolehan Konstruksi | Satuan Keterangan
Kode Barang | Register Barang Perolehan (B/KB/RB) Barang | Harga
Urut Barang (luas)
JUMLAH
MENGETAHUI
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA




FORMAT DAFTAR GEDUNG YANG SUDAH DIBONGKAR TANPA PERSETUJUAN BUPATI

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR BARANG GEDUNG YANG SUDAH DIBONGKAR TANPA PERSETUJUAN BUPATI

pADA sKPDI!ll!li!l'!lltll! prrreee '’ L LR R R
NOMOR Asal/C JUMLAH
sal/Cara
Nama/Jenis Tahun Ukuran
No A Bahan | Perolehan Satuan Keterangan
Kode Barang | Register Barang Perolehan (luas) Barang Harga
Urut Barang

JUMLAH

MENGETAHUI
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA




FORMAT DAFTAR BARANG YANG BELUM DIKAPITALISASI

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR BARANG YANG BELUM DIKAPITALISASI

pADA sKPDJ!f!l!’!flIll!l!llll’!lJt!l!!lllllllllll!!!l!?!ll!l’f!llll!!i’)l’lll’ll’ll

NOMOR

SPESIFIKASI BARANG Asal/Cara Ukuran JUMLAH
No Nama/lenis Kol Peroiihais Tahun 8 o | satuan Keadaan Barang
i aran
Kode Baran, Register Merk e | No. Sertifikat Perolehan B/KB/RB H
Urut i i Barang /Typ Barang Konstruksi {B/K8/RE) Barang e
JUMLAH
TIM INVENTARISASI
MENGETAHUI
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA




FORMAT DAFTAR BARANG YANG PENCATATANNYA MASIH PARSIAL

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR BARANG YANG PENCATATANNYA MASIH PARSIAL

P“DA SKPD!lll’!ll’l!ll'l'l!"lt!l"lll!Jt!l!P.!llt!I!Jll’llDl!l!’lf?!’!?!t!!’!ltl’
NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH
No. Sertifikat
No. Pabrik Asal/Cara Ukuran
; Tahun Keadaan Barang
No sode Bacin fhaitaias Nama/Jenis Merk/Type No. Rangka Bahan | Perolehan Paridcbant Barang/ Satuan (B/KB/RB) B H
N\ e
Urut 8 8 Barang e No. Mesin Barang Konstruksi arang o
No. BPKB
No. Polisi
JUMLAH
TIM INVENTARISASI
MENGETAHUI
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA




FORMAT DAFTAR BARANG YANG PENCATATANYA PADA AKUN YANG TIDAK SESUAI

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR BARANG YANG PENCATATANYA PADA AKUN YANG TIDAK SESUAI

PADA SKPD ,,...cosmsmmssssns , .
NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH
— Pencatatan pada Seharusnya pada
No. Sertifikat
akun (tanah, akun (tanah,
No. Pabrik 4 ; Asal/Cara Ukuran Keadaan
. peralatan mesin, peralatan mesin, Tahun
No Kode Bara Register ARG/ G Merk/T Mo P edung bangunan edung bangunan e | Piratian Perolehan Barang/ | Sstuan |, Samang B
n e r u A u ; 2 r
Urut € e Barang 3 ¢ No. Mesin 6 € € B g g Barang Konstruksi (B/KB/RB) e
No. BPKB aset tetao lainnya, | aset tetap lainnya,
y g KDP) KDP)
No. Polisi
JUMLAH
TIM INVENTARISASI
MENGETAHUI
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA

ANGGOTA ANGGOTA




FORMAT DAFTAR BARANG YANG BERADA PADA UPB DAN MASIH TERCATAT PADA SKPD INDUK

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR BARANG YANG BERADA PADA UPB DAN MASIH TERCATAT PADA SKPD INDUK

PADA SKPD
NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH
No. Sertifikat
Ukuran
No. Pabrik Asal/Cara Unit
N N /] No. Rangk Bahan| Perolehan TaRwh Baang/ Satuan KARShun Saeang Pengguna
o e > aha : u :
Kode Barang | Register o O Merk/Type e Perolehan | Konstruksi {B/KB/RB) Barang | Harga -
Urut Barang No. Mesin Barang (P. s, D) Barang (UPB)
No. BPKB =
No. Polisi
JUMLAH
TIM INVENTARISASI
MENGETAHUI
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA




FORMAT DAFTAR BARANG YANG PENCATATANNYA MASIH DIGABUNG DARI BEBERAPA JENIS BMD

HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
DAFTAR BARANG YANG PENCATATANNYA MASIH DIGABUNG DARI BEBERAPA JENIS BMD

PADA SKFD BERRRRERRRRRRRRRRRRRR R R DR RER AR R BB RRRRRRRRE R R R AR RRR BB FRR BRI AR R
NOMOR SPESIFIKASI BARANG JUMLAH
0. Sertifik
N; ; Ll'kat Asal/C Ururan
al/Cara
: = ° Tahun Barang/ Keadaan Barang
No Nama/lenis No. Rangka |Bahan| Perolehan | Satuan
Kode Barang | Register Merk/Type i Perolehan | Konstruksi (B/KB/RB) Barang | Harga
Urut Barang No. Mesin Barang
(P,S, D)
No. BPKB
No. Polisi
JUMLAH
TIM INVENTARISASI
MENGETAHUI
PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SKPD KETUA ANGGOTA ANGGOTA




